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MISI
1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA
2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING
3. PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN
4. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
5. KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA
6. PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA
7. PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA
8. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA
9. SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

VISI 

TERWUJUDNYA INDONESIA 
MAJU YANG BERDAULAT, 

MANDIRI, DAN 
BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

VISI & MISI INDONESIA MAJU 
2020-2024
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PRIORITAS KERJA
TAHUN KE DEPAN2019-20245

1

5

2

4

3

PEMBANGUNANSDM

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

PENYEDERHANAAN 
BIROKRASI

TRANSFORMASIEKONOMI

SIMPLIFIKASI REGULASI

Á SDM yang pekerja keras, dinamis, 
terampil, dan menguasai IPTEK

Á Mengundangtalenta global

Á Penghubung produksidan distribusi
Á Mempermudah akses wisata
Á Mendongkrak lapangankerja
Á Nilai tambah perekonomian

Á Kendalaregulasi disederhanakan, 
dipotong, dan dipangkas

Á Omnibus Law

Á Penyederhanaanbirokrasimenjadi2 
(dua) level eselon

Á Peralihanjabatanstruktural menjadi
fungsional

Daya saingmanufaktur dan jasamodern 
bernilai tambah tinggi

VISI 

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU 
YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN 

GOTONG-ROYONG
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7PERINTAH PRESIDEN UNTUK KABINET INDONESIA MAJU
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ARAHAN PRESIDEN TERHADAP AKSI PENCEGAHAN KORUPSI

KORUPSI

BERDAMPAK 
SISTEMIK

MENGHAMBAT 
INVESTASI

MENGHAMBAT 
PEMBANGUNAN

MENGHAMBAT 
KESEJAHTERAAN

SEKTOR
PRIORITAS

PERIZINAN

PELAYANAN 
PUBLIK
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LANGKAH-LANGKAH PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengawasan efektif dan melibatkan 
partisipasi publik

- pemetaan area rawan korupsi
- survei persepsi integritas
- kajian-kajian sektor strategis
- pendidikan antikorupsi 
- revitalisasi aparat pengawas internal pemerintah 

(APIP)

Penguatan Stranas PK

Perbaikan regulasi dan tata kelola 
kelembagaan
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TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI SPBE

MANAJEMEN 
KEGIATAN 

PEMERINTAH
KEPEGAWAIAN KEARSIPAN 

PENGADUAN
MASYARAKAT

INTEGRASI 
PERENCANAAN, 
PENGANGGARAN, 
PENGADAAN BARANG 
DAN JASA, KINERJA, 
MONEV

INTEGRASI LAYANAN 
KEPEGAWAIAN ANTARA 
BKN DAN INSTANSI 
PEMERINTAH

INTEGRASI E-DOKUMEN 
PERSURATAN 
(ARSIP DINAMIS)

INTEGRASI PENGADUAN 
PELAYANAN PUBLIK 

Koordinator: 
Kementerian PPN/ Bappenas

Target Tahun2022

Koordinator: 
Kementerian PANRB

Target Tahun2020

Koordinator: 
Kementerian PANRB

Target Tahun2020

INFRASTRUKTUR 
TIK

Á PUSAT DATA NASIONAL
Á JARINGAN INTRA-

PEMERINTAH

Koordinator: 
Kementerian KOMINFO

Target Tahun2022

Koordinator: 
Kementerian PANRB

Target Tahun2020

QUICK WINS

Ç Transformasi Digital melalui pembangunan SPBE yang

mencakupe-planning, e- procurement, e-budgeting, dan e-

government juga menjadi salah satu poin penting untuk

mengatasimasalahdanmenutuppeluangkorupsi.

SistemPemerintahanBerbasisElektronik(SPBE)
Penyelenggaraanpemerintahan yang memanfaatkanteknologi informasi dan
komunikasiuntuk memberikanlayanankepadapenggunaSPBE

PeraturanPresidenNomor95 Tahun2018 TentangSPBE
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N E T R A L I TA S  A S N

D A L A M  P E L A K S A N A A N

P I L K A D A  S E R E N TA K

TA H U N  2 0 2 0
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